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TENTANG

PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI
PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS

PEMBANTUAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa guna meningkatkan pelaksanaan tertib
administrasi pemindahtanganan Barang Milik Negara
yang berasal dari pelaksanaan dana dekonsentrasi dan
dana tugas pembantuan di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan
pemindahtanganan Barang Milik Negara sesuai dengan
tata cara pemindahtanganan Barang Milik Negara yang
berasal dari pelaksanaan dana dekonsentrasi dan dana
tugas pembantuan, berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang
Pemindahtanganan Barang Milik Negara Yang Berasal


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.899

Mengingat

Dari Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas
Pembantuan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007  tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5165);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 141);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38
Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 90);

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53
Tahun 2010;

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5334);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007
tentang Bagan Akun Standar;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,
Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan
Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang
Milik Negara,;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Pemerintah Pusat, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
233/PMK.05/2011;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sebagaimana
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Memperhatikan:1.

Menetapkan

17.

18.

19.

20.

21.

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 248/PMK.07/2010;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi
Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
179/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Milik
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 435);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik
Negara;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan
Perubahan Bagan Akun Standar;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan
Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer
pada Bagan Akun Standar;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan
Perubahan Akun Non Anggaran dan Akun Neraca pada
Bagan Akun Standar;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK
NEGARA YANG BERASAL DARI PELAKSANAAN DANA
DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden  Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai Pemegang
Kewenangan dan Bertanggung Jawab menetapkan Kebijakan dan
Pedoman serta melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pengguna Barang, yang selanjutnya disingkat PB, adalah Menteri
Kelautan dan Perikanan sebagai Pemegang Kewenangan Penggunaan
Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan.

Kuasa Pengguna Barang Lingkup Kementerian Kelautan dan
Perikanan, yang selanjutnya disingkat KPB KKP adalah Kepala
Kantor/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis atau Pejabat di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditunjuk oleh
Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam
penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Kuasa Pengguna Barang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang
selanjutnya disingkat KPB DK/TP adalah Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang
untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya
dengan sebaik-baiknya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah organisasi/lembaga  pada Pemerintah Daerah yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas
pemerintahan di bidang tertentu di daerah Provinsi, Kabupaten, atau
Kota.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat
APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan
undang-undang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan
dengan peraturan daerah.
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